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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : Kw.10.4 /4 / PP.07 | 4626 / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

10.

PROVINSI JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang di
selenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagal salah satu jalur
pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin
operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;

bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut ,
dipandang periu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi.Jawa Barat:

bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum
dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan
kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk
menyelenggarakan pendidikan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1960 tentang
Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 19080 tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; %

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan:

Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas,
Fungsi Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah
gl;obzah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun
Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah
Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungari Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
:::gd , dan Kewenangan Susunan Organisasl dan Tala Kerja Departemen
ma;

Keputusan Menterl Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor
geptneme': Agama Kabupaten / Kota;

eraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentan Perubahan Penyebu
Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama, . G

Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomaor
E/250119G7 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirlan Madrasah Swasta
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan |slar Komaenterlan Agama Republik

Indonesia Nomor DJ.I456A/2008 Tentang Pen usuna
Lembaga Pendidikan (slam, v Y n Nomor Statistik
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MEMUTUBKAN :

Menetapkan ! KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI  JAWA  BARAT TENTANG  12IN OPERABIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 28 (DUA PULUN DELAPAN)
MADRASAH, ,

KESATU : Memberikan izin operasional kepada 28 (dua puluh delapan) madragsah
;::;gtlmma tercantum dalam lampiran keputusan In| dengan rinclan sebagal

ut:
1. Madrasah Tsanawiyah (MT8) : 21 madragah;
2. Madrasah Allyah (MA) . 7 madrasah,

KEDUA ’ Kepada madrasah sebagalmana terlamplr diberlkan plagam izin operasional
penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik Madragah (NSM) sebagaimana
tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran keputusan inl;

KETIGA 3 Apablla ternyata dikemudian har| terdapat kekellruan dalam keputusan Ini maka
segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kemball sebagalmana mestinya;

KEEMPAT 3 Keputusan ini  diberikan kepada madrasah  yang bersangkutan  untuk
dipergunakan sebagalmana mestinya,

Ditetapkan di  : Bandung
P anggal 14 Junl 2012
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Tembusan : _ . "‘

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R| di Jakarta; f7

2. Inspektur Jenderal Ker todnnAagmg'RJAledﬂl‘h; »

3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di J;
4. Kepala Kth'Komanuﬂm.Agnmg!
5. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua K
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